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Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RENJA) OPD Dinas Kesehatan 

merupakan kewajiban Kepala Dinas Kesehatan Kota Bontang sesuai Permendagri 

Nomor 86 Tahun 2017. Renja disusun sebagai pegangan bagi setiap OPD dalam 

mengelola Keuangan guna melaksanakan program/kegiatan sebagaimana 

tertuang dalam APBD Kota Bontang Tahun 2025. Dengan tersusunnya Renja OPD 

Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2025, maka segala kegiatan yang akan 

dilaksanakan pada Tahun anggaran 2025 difokuskan pada Renja tersebut. 

Kami menyadari Renja ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya. 

Oleh karena itu dalam menyempurnakan Renja ini diharapkan masukan dan saran 

dari semua pihak. Mudah-mudahan Renja ini dapat dipergunakan atau 

dimanfaatkan sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan dalam 

meningkatkan kinerja OPD Dinas Kesehatan Kota Bontang. 

Akhirnya tidak lupa kami mengucapkan puja dan puji syukur kehadapan 

Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kami kekuatan dan kesehatan 

sehingga kami dapat menyelesaikan Renja ini. Dan semua pihak yang membuat 

dalam penyusunan Renja ini, kami ucapkan terimakasih. 
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BAB I 

P E N D A H U L U A N 

 

I.1. Latar Belakang  

Penetapan UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (SPPN), maka setiap daerah otonom diamanatkan 

untuk menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, 

terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Perencanaan 

pembangunan dilaksanakan secara berjenjang yaitu dimulai dengan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah merupakan 

perencanaan pembangunan yang periodenya 20 tahunan, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan perencanaan 

pembangunan periode 5 tahunan, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD) sebagai merupakan  rencana pembangunan tahunan. 

Sesuai dengan RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026, Dinas 

Kesehatan Kota Bontang telah menyusun dokumen Rencana Strategis 

(Renstra). Dokumen tersebut memuat Tujuan dan Sasaran, program, 

kegiatan dan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 

lima tahun (2021-2026).  

Renstra tersebut menjadi pedoman Dinas Kesehatan dalam menyusun 

kebijakan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan. Renja ini 

merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berisi hasil evaluasi 

pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan program/kegiatan prioritas 

pembangunan kesehatan beserta pendanaannya untuk tahun berikutnya. 

Dalam proses penyusunan Renja, Dinas Kesehatan telah menyusun 

Rancangan Renja yang telah diselaraskan dengan Renstra Dinas 

Kesehatan Rancangan Awal RKPD Kota Bontang Tahun 2025. Dokumen 

tersebut selanjutnya disempurnakan berdasarkan hasil masukan pada  

Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Musyawarah Rencana 

Pembangunan (Musrenbang)  RKPD Kota Bontang Tahun 2024 dan 

menjadi Rancangan Akhir Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025. Hal ini 

menunjukkan dalam pendekatan perencanaan menggunakan sistem 

perencanaan bawah-atas (Bottom Up Planning) berdasarkan asas 

demokrasi dan desentralisasi. 

Untuk memastikan adanya penyelarasan dengan dokumen 

perencanaan lain, maka pembahasan terhadap dokumen tersebut dilakukan 

oleh tim dari Dinas Kesehatan Kota Bontang.  Pembahasannya  mencakup :  



 

2 

 

➢ Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi 

Dinas Kesehatan Kota Bontang berdasarkan usulan program dan 

kegiatan hasil Musrenbang tingkat OPD  dan  Kecamatan;  

➢ Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai 

dengan tugas dan fungsi  Dinas Kesehatan Kota Bontang;  

➢ Penyelarasan program dan kegiatan antar OPD terkait di Kota  

Bontang dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi 

pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan 

Kota Bontang;  

➢ Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan 

pagu indikatif untuk Dinas Kesehatan Kota Bontang. 

Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 merupakan penjabaran 

program/kegiatan dari Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2021-

2026, mengacu pada program/kegiatan RKPD Kota Bontang Tahun 2025. 

Dengan demikian program/kegiatannya diarahkan untuk mewujudkan target 

indikator capaian RKPD, Renstra Dinas Kesehatan dan Renja Dinas 

Kesehatan Provinsi Kaltim.  

Program dan kegiatan prioritas yang disertai pagu indikatif dalam renja 

tersebut, menjadi salah satu bahan dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah 

Daerah (TAPD) Kota Bontang untuk menyusun Rancangan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Rancangan Kebijakan Umum 

Anggaran (RKUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran 

Sementara (RPPAS).  

 

I.2. Landasan Hukum 

Dasar Hukum penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas 

Kesehatan Kota Bontang Tahun 2024 adalah : 

a. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, 

dan Kota Bontang (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 175, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara 

tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962); 

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara; 
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c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah; 

e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah; 

f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-

2014; 

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 

Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 

h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4817); 

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan 

dan Keuangan Daerah, 

k. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 741/Menkes/PER/VII/2008 

tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan di Kabuapaten/Kota; 

l. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 

tentang Sistem Kesehatan Nasional; 

m. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Rencana Strategis Departemen Kesehatan RI 2022-2024; 
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n. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2018 tentang 

Pembentukan  dan Susunan Perangkat Daerah; 

o. Peraturan Walikota Bontang Nomor 40 Tahun 2018 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, SertaTata Kerja 

Dinas Kesehatan. 

 

I.3. Maksud dan Tujuan 

Rancangan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bontang tahun 2025 

disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut : 

1. Menjabarkan Renstra yang memuat perencanaan program dan 

kegiatan Dinas Kesehatan Kota Bontang yang menjadi tolak ukur 

penilaian kinerja Pembangunan Kesehatan Kota Bontang sesuai 

dengan  tugas dan fungsinya selama tahun 2025. 

2. Sebagai Pedoman Operasional program dan kegiatan pembangunan 

Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bontang pada tahun 2025 sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian visi dan 

misi Pemerintah Kota Bontang. 

 

I.4. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

I.1. Latar Belakang. 

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses 

penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan 

dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja 

provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses 

penyusunan RAPBD 

I.2. Landasan Hukum. 

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, 

peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur 

tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan 

acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD 

I.3. Maksud dan Tujuan. 

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan 

Renja OPD 

I.4. Sistematika Penulisan 

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta 

susunan garis besar isi dokumen. 
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BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RANCANGAN RENJA TAHUN LALU 

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Rancangan RENJA OPD Tahun Lalu dan 

Capaian Renstra OPD. 

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi 

pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan 

capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun 

berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD 

sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target 

Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan 

pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya. 

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD. 

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan 

indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun 

terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 

2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan 

fungsi masing- masing OPD, serta ketentuan peraturan 

perundangundangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. 

II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD. 

Sub bab ini berisi uraian mengenai : 

a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan  hal kritis 

yang terkait dengan pelayanan OPD; 

b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam 

menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD; 

c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala 

daerah, terhadap capaian program nasional/global, seperti 

SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals); 

d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan 

OPD; 

e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan 

yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program 

prioritas tahun rencana. 

II.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Sub-bab ini berisikan 

uraian mengenai: 

a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara 

rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; 

b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; 

c.  Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan 
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catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal 

RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru 

yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program 

dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda. 

II.5 Penelaahan  Usulan  Program   dan   Kegiatan Masyarakat. 

 

BAB III TUJUAN, SASARAN, DAN  PROGRAM KEGIATAN 

III.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional. 

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, 

yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas 

pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan 

fungsi OPD  

 

III.2 Tujuan dan Sasaran Rancangan RENJA OPD.  

Perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-

isu penting penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi OPD yang 

dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD 

 

III.3 Program dan Kegiatan Tahun 2025 

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan 

pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian 

garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, 

penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan 

rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, 

maupun kombinasi keduanya. 

 

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 

Memuat rangkaian rangkaian program dan kegiatan, indikator 

program dan kegiatan serta anggaran 

 

BAB V PENUTUP  

Memuat catatan penting dan kaidah pelaksanaan yang perlu 

mendapatkan perhatian pelaksanaan atau ketersediaan anggaran, 

kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut 
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BAB II 

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA  

DINAS KESEHATAN TAHUN 2023 

 

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2023 

dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan  

Secara umum, tugas pokok  Dinas Kesehatan Kota Bontang adalah 

melaksanakan urusan  pemerintahan dibidang kesehatan, dengan fungsi 

utama adalah perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan, 

mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan pembangunan kesehatan. 

Adapun capaian pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas 

Kesehatan Tahun 2023 adalah sebagaimana digambarkan pada tabel II.1 

Anggaran Dinas Kesehatan Adapun Realisasi dari Total Belanja Dinas 

Kesehatan Kota Bontang Tahun Anggaran 2023 adalah Belanja Operasi 

yang merupakan belanja Pegawai sebesar Rp. 59.168.365.321,-, Belanja 

barang dan jasa Rp. 73.823.772.433,- Belanja Hibah Rp. 300.000.000,-dan 

atau total belanja operasi dalam satu tahun sebesar Rp. 133.292.137.754,- 

(89,48%) dan untuk Belanja Modal sebesar Rp. 15.677.370.934,- (10,52 %). 

Adapun usulan program/kegiatan Dinas Kesehatan sesuai dengan 

Renstra pada tahun 2023 adalah 5 Porgram, 22 Kegiatan dan 93 Sub 

kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 148.969.508.688,- Anggaran 

tersebut dialokasikan sebagian besar untuk  Kegiatan Program di Dinas 

Kesehatan dan UPTD Dinas Kesehatan Kota Bontang. Selain itu alokasi 

tersebut juga dominan dipergunakan untuk premi jaminan pelayanan 

kesehatan (Jamkesda dan PBI Kota Bontang), jasa administrasi 

perkantoran/pelayanan kesehatan untuk tenaga non PNS dan pokir dalam 

bidang kesehatan. Untuk capaian realisasi kinerja program/kegiatan OPD 

Dinas Kesehatan pada tahun 2023 dan perkiraan realisasi capaian target 

program/kegiatan Renstra OPD Dinas Kesehatan pada tahun 2023 dapat 

dilihat pada tabel II.2 

Diproyeksikan bahwa pada tahun 2024, semua program dan kegiatan 

akan dilaksanakan dengan keberhasilan kinerja mencapai 100% terutama 

untuk realisasi fisiknya. Dengan demikian target indikator kinerja yang telah 

ditetapkan dapat tercapai semua. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap 

program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 serta 

perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2024, maka dengan ini 
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dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program 

dan kegiatan Dinas Kesehatan disebabkan beberapa faktor sebagai berikut:  

a. Faktor Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia bidang kesehatan meski secara kuantitas telah 

tercukupi sesuai standar (jumlah, jenis tenaga), namun secara kualitas 

(kompetensi) masih perlu ditingkatkan keterampilannya dalam hal 

terkait dengan pelayanan, karena hal ini akan berperan dalam 

pencapaian target kinerja Dinas Kesehatan secara menyeluruh serta 

diperlukan pengembangan kompetensi SDM baik dibidang teknis yang 

di butuhkan seperti Arsiparis, Administrasi Kesehatan dan jabatan 

fungsional tertentu.  

Disamping itu adanya kebijakan pemerintah pusat terkait transformasi 

Kesehatan dalam hal ini tranformasi layanan primer yang sejalan 

dengan program prioritas walikota dalam hal peningkatan akses dan 

kualitas layanan kesehatan diharapkan pada tahun 2024 terealisasi 

pembangunan Puskesamas Pembantu di wilayah Bontang Kuala dan 

Guntung. Dan dengan adanya pengembangan tersebut akan 

berdampak pada kebutuhan SDM terutama tenaga fungsional 

kesehatan seperti tenaga medis dan paramedis yang akan mendukung 

pelaksanaan program dilapangan. 

Selain itu kemampuan sumber daya manusia dalam menyusun 

perencanaan pelaksanaan kegiatan belum optimal, karena itu 

diperlukan perencanaan pelaksanaan kegiatan (Kerangka Acuan 

Kegiatan) yang baik sehingga program/kegiatan terjadwal sesuai 

dengan tahapan-tahapannya agar dapat berjalan sesuai dengan 

capaian kegiatan yang telah ditetapkan. 

 

b. Faktor masyarakat 

Pembangunan kesehatan jangan hanya menjadi tanggung jawab 

pemerintah, peran serta masyarakat perlu ditingkatkan dalam hal ikut 

berpartisipasi dalam program kesehatan, pemantauan, dan edukasi 

kesehatan. Masyarakat dapat berperan aktif dalam memperkuat 

pelayanan kesehatan primer hingga tingkat desa dan 

kelurahan.  Disamping itu beberapa kendala dalam pendataan di 

masyarakat karena mobilitas penduduk yang cukup tinggi sehingga 

menyulitkan dalam penetapan data sasaran  untuk rencana intervensi 

kegiatan. 

https://www.kemkes.go.id/id/rilis-kesehatan/kesehatan-jadi-upaya-transformatif-menuju-indonesia-emas-2045
https://www.kemkes.go.id/id/rilis-kesehatan/kesehatan-jadi-upaya-transformatif-menuju-indonesia-emas-2045
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c. Faktor Sarana dan Prasarana 

Masih adanya puskesmas yang belum memenuhi sarana dan 

prasarana sesuai dengan standar pelayanan yang ada sesuai dengan 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat 

Kesehatan Masyarakat, dengan sarana dan prasarana yang terbatas 

Disamping itu  masih terbatasnya sarana tertentu terutama dalam 

menjangkau pelayanan di daerah perifer dalam menunjang pelayanan 

kesehatan dan sebagai Puskesmas yang bekerjasama dengan BPJS 

Kesehatan seperti Puskesmas Bontang Lestari sebagai pusat 

pelayanan masyarakat terutama di wilayah pesisir, oleh karena itu 

sesuai dengan program proritas Wali kota Bontang yaitu peningkatan 

layanan di wilayah perifer maka perlu dukungan sarana dan prasarana 

diantaranya sarana transportasi darat maupun laut yang akan 

digunakan dalam pelayanan kesehatan. 

Prasarana kefarmasian juga perlu perhatian khusus dimana kebutuhan 

tersebut merupakan titik riskan dalam pelayanan kesehatan kuratif 

untuk menunjang peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi 

masyarakat Kota Bontang. 

 

d. Faktor Lingkungan 

Kebijakan Walikota saat itu untuk melakukan efisiensi anggaran, 

sehingga ada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya tertunda 

bahkan tidak dilaksanakan, disamping itu kebijakan terkait dinamika 

regulasi pengelolaaan keuangan seperti pengaturan terkait dengan 

bantuan sosial dan hibah yang berefek pada pergeseran bantuan 

tersebut menjadi bagian dari tugas pokok dari fungsi Dinas Kesehatan. 
 

Dari beberapa identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh 

Dinas Kesehatan dalam pembangunan kesehatan, maka peningkatan 

kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakan menjadi hal 

yang dilakukan secara sistematis baik secara internal organisasi maupun 

yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait. 

Di samping itu, keberhasilan yang telah dicapai selama ini dalam 

pelaksanaan kegiatan dapat terjadi karena adanya jalinan koordinasi dan 

kerjasama  yang  baik  antar stakeholder terkait baik intra dan sektor terkait 

serta pelibatan peran serta organisasi lain seperti Forum Kota Sehat 

(Forkohat), PKK. KPAD, LSM,CSR dan BPJS Kesehatan yang bergerak di 
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bidang kesehatan dan lain-lain sehingga sebagian besar kegiatan dapat 

diselesaikan sampai akhir tahun. 

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan berdasarkan Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang tahun 

2021-2026, maka dalam upaya pengembangan pelayanan kesehatan yang 

sejalan dengan program transformasi kesehatan yang saat ini diupayakan 

oleh Kementerian Kesehatan untuk kedepan diambil langkah-langkah 

strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Dinas Kesehatan Kota Bontang 

pada tahun 2025 adalah sebagai berikut : 

1. Mewujudkan Transformasi Kesehatan yang mencakup 6 pilar : 

a. Transformasi Layanan Primer; Meningkatkan Kapasitas dan 

Kapabilitas Layanan Primer, dengan melakukan revitalisasi network 

dan standarisasi layanan di Puskesmas, posyandu, dan kunjungan 

rumah serta pemenuhan sarana Puskesmas Pembantu 

(pembangunan Pusban Bontang Kuala dan Pusban Guntung)  

untuk kemudahan keterjangkauan layanan masyarakat; 

b. Transformasi Layanan Rujukan berupa penambahan sarana 

gedung untuk pemenuhan ketersediaan tempat tidur rawat inap, 

pengembangan prasarana dengan penambahan alat kemoterapi 

dan peningkatan kapasitas SDM RSUD Taman Husada Bontang 

sebagai RS rujukan pemerintah yang terstandar. 

c. Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan, pemenuhan 

ketersediaan obat-obatan, BMHP, Alat Kesehatan dan perbekalan 

kesehatan lainnya, mengembangkan pelayanan dan penyediaan 

obat, makanan, serta  melindungi masyarakat dari bahan 

berbahaya serta memperkuat ketahanan tanggap darurat dan 

surveilans dengan melakukan jejaring; 

d. Transformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan, pemerintah 

melalui intervensi Dinas Kesehatan memastikan pemenuhan 

Jaminan Kesehatan bagi seluruh masyarakat kota Bontang yang 

tidak memiliki pembiayaan mandiri tercover JKN PBI, juga dalam 

hal ini pembiayaan tersebut sebagai bagian dari komitmen 

pemerintah terhadap penurunan kemiskinan ekstrim di Kota 

Bontang;  

e. Transformasi SDM Kesehatan, memastikan pemerataan dan 

pemenuhuan distribusi tenaga kesehatan, penjangkauan pelayanan 
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ke wilayah atau pulau-pulau pesisir dengan peningkatan volume 

kunjungan pelayanan;  

f. Transformasi Teknologi Kesehatan, memanfaatkan dengan baik 

pekembangan tekhnologi digital, agar proses digitalisasi di sekitar 

kesehatan dapat menjadi lebih bertumbuh dengan pengembangan 

E-MR (Elekronik Medical Record) teringrasi dengan seluruh faskes 

swasta sehingga rekapitulasi data kesehatan cepat diakses. 

Integrasi sistem SikDa perlu melibatkan faskes swasta dari segi 

pembiayaan karena kemampuan pembiayaan APBD terbatas. 

2. Pembinaan, pemantauan, dan pengawasan secara terus menerus untuk 

perlindungan terhadap masyarakat meliputi anak sekolah, dan kelompok 

penduduk yang rawan seperti  bayi, balita, dan ibu hamil dalam rangka 

menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) 

sesuai target Nasional (RENSTRA dan SDG’s); 

3. Peningkatan status gizi masyarakat melalui pemberian makanan 

tambahan bagi semua ibu hamil, balita yang tergolong rawan, atau 

kelompok miskin. Penurunan stunting kepada anak yang memiliki 

indikator stunting harus benar-benar mendapatkan support dari 

pemerintah (Dinkes), perbaikan data (pemetaan sasaran, lokus) untuk 

dicross ceck/perbaikan berkala; 

4. Menerapkan regulasi perizinan kesehatan dan sistem kesehatan daerah. 

5. Peningkatan UPTD Labkesda (Akreditasi) menuju Labkesda BSL-2. 

Mengembangkan pelayanan laboratorium kearah pemeriksaan 

lingkungan, makanan dan minuman dalam upaya perlindungan terhadap 

masyarakat. 

6. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat dengan Kegiatan Gerakan 

Masyarakah Hidup Sehat melalui Pendekatan Keluarga dengan 

meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat dengan 10 Indikator 

PHBS, peningkatan hygiene sanitasi lingkungan pemukiman dan tempat-

tempat umum lainnya dengan survei STBM. 

7. Mengembangkan regulasi, standar dalam rangka mendorong peningkatan 

kualitas pelayanan serta menjamin perlindungan terhadap masyarakat. 
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Tabel II.2  
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir RPJMD/RENSTRA 
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II.2.  Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 

Analisis kinerja pelayanan pada sub bab ini merupakan pengkajian 

terhadap capaian kinerja pelayanan kesehatan dengan kinerja yang 

dibutuhkan sesuai standar yang telah ditetapkan.  

Untuk menganalisis kinerja pelayanan kesehatan Kota Bontang 

digunakan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan oleh 

Kementerian Kesehatan dan standar yang ditetapkan oleh PP Nomor 02 

tahun 2019.  Adapun analisis kinerja pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan 

Kota Bontang  dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :  

Adapun capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota 

Bontang Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
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Tabel II.2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Bontang 

No Indikator 
SPM / 

Standar 
Nasional 

IKK 

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi 

Catatan Analisis 
Tahun 
2021 

Tahun 
2022 

Tahun 
2023 

Tahun 
2024 

Tahun 2021/2 Tahun 2022/3 Tahun 2024 Tahun 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 
Persentase FKTP Milik 
Pemerintah yang terakreditasi 

 √ 100 100 100 100 100% 100% 100 100  

2 
Persentase FKTP dan FKTL 
Swasta yang terakreditasi 

 √ 100 100 100 100 100% 100% 100 100  

3 
Persentase sarana Faskes yang 
memenuhi syarat 

  100 100 100 100 100% 100% 100 100  

4 
Rasio Fasilitas Kesehatan 
Tingkat Pertama (FKTP)  per- 
satuan penduduk 

 √ 1:30.000 1:30.464 1:25.000 1:25.000 1 : 16.000 1 : 4374 1 : 4374 1 : 4374  

5 
Persentase Pemeliharaan 
Jaminan Kesehatan Masyarakat 

 √ 100 100 100 100 104,3% 102,78% 100 100  

6 
Persentase FKTP menggunakan 
sistem informasi kesehatan 
Terpadu 

 √ 95 95 95 95 100% 100% 100 100  

7 
Angka Kematian Ibu (AKI) per 
100.000 kelahiran hidup 

 √ 275 250 200 183 119 0 0 0 

a. IKU Dinkes 
b. Penetapan 
target tahun 

2024 mengacu 
pada capaian 
tahun 2023 
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8 
Angka Kematian Bayi (AKB) per 
1.000 bayi 

 √ 15,94 11 11 11 11 13,48 0 0  

9 
Angka Kematian Balita (AKABA) 
per 1.000 balita 

  7 6 5 5 0,3 0,3 0 0  

10 
Prevalensi Balita Gizi Kurus / 
Wasting (BB/TB) 

 √ 7,36 7 7 7 8,1 8,03 6 6  

11 
Prevalensi Baduta pendek /  
Stunting (TB/U) 

 √ 19,73 18 18 18 23,06 16,22 14 14  

12 
Prevalensi Gizi Kurang / 
Underweight (BB/U) 

 √ 12,27 13 12 12 15,13 15,67 11 10  

13 
Insidensi Rate DBD per 100.000 
penduduk 

 √ 275 250 230 230 316,00 244 210 200  

14 Angka kesembuhan TB √ √ 91 92 93 93 86 85 94 95  

15 Prevalensi HIV/AIDS √ √ 0,17 0,17 0,17 0,17 0,27 1,21 0,16 0,16  

16 Prevalensi Hipertensi √ √ 25 25 25 25 3,64 9,23 9 9  

17 
Persentase penanggulangan 
penyakit berpotensi wabah 

  100 100 100 100 100 100 100 100  

18 
Persentase sarana air minum 
yang dilakukan pengawasan 

  90 95 95 95 100 100 100 100  

20 
Persentase TTU yang memenuhi 
Syarat 

  90 95 95 95 100 100 100 100  

22 
Persentase TPM yang memenuhi 
syarat (memiliki sertifikat) 

  56 60 65 65 100 100 100 100  

21 Persentase FKTP dengan SDM   100 100 100 100 100% 100 100 100  
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sesuai standar 

22 
Persentase Rumah Tangga ber- 
PHBS 

 √ 50 55 60 60 100% 0 70 70  

24 Indeks Keluarga Sehat (IKS)   100 100 100 100 80% 80% 100 100  

25 
Persentase capaian indicator 
Kota Sehat 

  90 90 90 90 100 0 90 90  

26 Indeks Kepuasan Masyarakat            
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Berdasarkan analisa pelayanan kinerja Dinas Kesehatan tersebut diatas, maka 

Dinas Kesehatan menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut : 

Tabel II.3 

Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2024 

 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 

1. Meningkatkan Sistem 

Pelayanan 

Kesehatan Melalui 

Penguatan Upaya 

Kesehatan 

Masyarakat 

Angak Kematian Ibu Rasio/100.000 

Kelahiran 

Hidup 

0 

Angka Kematian Bayi Rasio/1.000 

Kelahiran 

Hidup 

10 

2. Meningkatkan Sistem 

Pengendalian 

Penyakit dan 

Pengelolaan 

Kedaruratan 

Kesehatan 

Masyarakat 

Angka Kesembuhan TB Persen 94 

Prevalensi HIV Persen 0,16 

IR DBD Rasio/100.000 

Penduduk 

210 

Prevalensi Hipertensi Persen 9 

3. Meningkatkan 

Jaminan Layanan 

Universal Coverage 

Cakupan Kepesertaan 

JKN 

Persen 100 

4. Meningkatkan 

Kesadaran 

Masyarakat 

Terhadap PHBS, 

Pola Asuh dan Pola 

Makan 

Prevalensi Balita Gizi 

Kurang (Wasting) 

Persen 6 

Prevalensi Baduta 

Pendek (Stunting) 

Persen 17 

Prevalensi Balita Gizi 

Kurus (BB 

Kurang/Underweight) 

Persen12 11 

5. Meningkatkan 

Kualitas SDM 

Kesehatan 

Persentase Tenaga 

Kesehatan Berizin 

Persen 100 

Jumlah FKTP dengan 

SDM Sesuai Standar 

(Jumlah, Jenis dan 

Kompetensi) 

FKTP 6 

Jumlah RS dengan 

SDM Sesuai Standar 

RS 6 

Jumlah Tenaga 

Kesehatan yang 

Mendapatkan Pelatihan 

Sesuai Standar 

Orang 125 

Jumlah Tenaga 

Kesehatan yang 

Mendapatkan 

Peningkatan Pendidikan 

Orang 30 

6. Menyediakan Sarana 

dan Prasarana 

Rasio Fasilitas 

Kesehatan tingkat 

Rasio 1:16.000 
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No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 

Layanan Kesehatan Pertama (FKTP) 

Persatuan Penduduk 

 Persentase FKTP Milik 

Pemerintah yang 

Terakreditasi 

Persen 100 

Terbangunnya Sistem 

Informasi Kesehatan 

Daerah (SikDa) Terpadu 

Persen 100 

Ketersediaan Obat 

Essensial 

Persen 100 

Persentase Sarana 

Produksi Obat, Sarana 

Distribusi Obat dan 

Makanan yang Berizin 

Persen 100 

7. Meningkatkan 

Pelayanan 

Kesehatan Rujukan 

SPM RSUD Persen 129 

(84,8) 

Status Akreditasi Status Paripurna 

Kinerja Keuangan 

RSUD 

Skor 21 

8. Mengoptimalkan 

Gerakan Masyarakat 

Hidup Sehat 

(Germas) 

Penerapan/Pelaksanaan 

5 Kluster Kebijakan 

GERMAS di Kelurahan 

Persentase 67 

    

 

II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan  

Sejalan dengan program yang merupakan inisiasi Kementerian 

Kesehatan untuk melakukan tranformasi kesehatan yang mencakup 6 

(enam) pilar yang akan menjadi penopang sistem Kesehatan Indonesia, 

Dinas kesehatan harus bergerak bersama dalam mewujudkan kegiatan 

tersebut dengan menyeleraskan tugas dan fungsi sebagai isu-isu penting  

antara lain : 

a) Transformasi Layanan Primer  dimana dalam penerapannya memiliki 

fokus memperkuat aktivitas promotif preventif untuk menciptakan lebih 

banyak orang sehat, memperbaiki skrining kesehatan serta 

meningkatkan kapasitas layanan primer ( mengoptimalkan peranan  

posyandu, Poskekel); 

b) Penurunan angka stunting dengan meningkatkan/perbaikan gizi 

masyarakat terutama bayi, balita dan perhatian khusus terhadap ibu 

hamil; 
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c) Memberikan perhatian khusus pada penyakit-penyakit yang berbahaya 

seperti HIV, malaria, TBC dll; 

d) Penguatan Jejaring dan Kemitraan dalam rangka peningkatan 

pelayanan kesehatan;  

e) Peningkatan kualitas dan kompetensi dokter dan paramedis lainnya, 

menambah jumlah dokter spesialis dan menyekolahkan tenaga medis 

ke jenjang pendidikan lebih tinggi; 

f) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan, baik di Rumah 

Sakit Umum Daerah Kota Bontang, Labkesmas maupun pusat 

kesehatan lainnya, hingga memenuhi standar–standar pelayanan 

kesehatan; 

g) Menjadikan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Rumah Sakit dengan 

faslitas lengkap dan berkualitas dengan Sistem rujukan kerumah sakit 

yang lebih mudah; 

h) Memastikan semua  masyarakat yang tidak memiliki asuransi 

kesehatan mendapatkan pelayanan kesehatan gratis melalui BPJS 

yang preminya dibayarkan melalui APBD; 

i) Peningkatan kualitas Penyehatan Lingkungan : STBM 5 Pilar 

j) Penguatan Sistem Deteksi Pencegahan dan Respon Pencegahan dan 

pengendalian Penyakit; 

k) Memfungsikan gedung RSUD Type D; 

 

Pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang optimal harus 

memenuhi  unsur kualitas hidup serta unsur mortalitas, morbiditas, dan 

status gizi masyarakat. Pada tahun 2023 secara umum kualitas 

penyelenggaraan pembangunan kesehatan  di Kota Bontang  mengalami 

peningkatan. Cakupan upaya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada 

masyarakat meskipun menunjukkan peningkatan trend yang positif, namun 

masih ada beberapa indikator yang  memiliki kinerja yang masih kurang 

beserta solusi tindaklanjut yaitu antara lain : 

1. Angka Kematian Bayi berdasarkan capaian kinerja tahun 2023, 

indikator ini telah mencapai 13,8/1000 kelahiran hidup dari target 

11/1000 kelahiran hidup dengan capaian kinerja -2,8% atau terdapat 

41 kasus kematian dibagi 3042 kelahiran hidup X 1000.  Penyebab 

permasalahan kematian terdapat 41 kasus Angka Kematian Bayi 

(AKB) disebabkan oleh Neonatal (bayi 0-28 hari): 10 BBLR, 3 

Prematur, 10 Kelainan Konginetal, 2 Asfiksia, 3 Infeksi, dan lain-lain 
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berjumlah 8 (pulmonary bleeding, keluarga tidak tau penyebab 

meninggal, MAS atau Meconium Aspiration Syndrome, gagal nafas, 

hiperglekimia, terdapat cairan di paru, Hyaline Membrane Disease 

(HMD) Grade 2, Sindrom gangguan pernapasan (RDS). Sedangkan 

untuk penyebab dari Post Neonatal (1-11 bln) dikarenakan 1 

pneumonia, 1 kelainan konginetal, dll terdapat 3 (demam, aspirasi, 

tidak tahu penyebabnya atau meninggal di rumah).  

Adapun tindakan pengendalian yang sudah dilaksanakan terkait hal ini 

adalah dengan melaksanakan monitoring kesehatan ibu hamil, 

penyediaan sarana prasarana   pelayanan kesehatan (mis : USG), 

peningkatan pengetahuan SDM yang merata terkait penanganan 

BBLR di semua Faskes. Monitoring Kes Ibu hamil : Pelayanan K1 

(Kontak pertama bumil dengan pemeriksaan USG). K6 (Pemantauan  

minimal 6 kali selama kehamilan/sesuai trimester kehamilan + 

pemeriksaan dokter 1 kali trimester 1 dan 1 kali trimester 3). 

Penyediaan Prasarana Pely.Kesehatan (Menyediakan NIKSET, 

Penyediaan Oxymeter Neonatal, menyediakan partus set yang 

lengkap). Pemantauan terpadu Balita Sakit dan Pemantauan Terpadu 

Bayi Muda. 

2. Insidensi Rate DBD per 100.000 penduduk. Demam Berdarah Dengue 

adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue dan 

ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes Aegypti. Penyakit ini dapat 

menyerang semua orang terutama pada anak, dan sering 

menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB) di Indonesia. Penyakit ini 

ditemukan di daerah tropis dan sub-tropis, dan menjangkit luas di 

banyak negara di Asia Tenggara. Demam berdarah dengue (DBD) 

merupakan penyakit berbasis vektor yang menjadi penyebab kematian 

utama di daerah tropis. Virus Dengue penyebab Demam Dengue (DD), 

Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Dengue Shock Syndrome (DSS) 

termasuk dalam kelompok B Arthropoda Virus (Arbovirosis) yang 

sekarang dikenal sebagai genus Flavivirus, famili Flaviviridae, dan 

mempunyai 4 jenis serotipe, yaitu: Den-1, Den-2, Den-3, Den-4. 

Penyakit DBD merupakan salah satu penyakit yang masih menjadi 

masalah kesehatan masyarakat dan endemis di Kota Bontang. Setiap 

tahun, kejadian penyakit demam berdarah dengue (DBD) di Bontang 

cenderung meningkat pada pertengahan musim penghujan. indikator 

Insidensi Rate (IR/Angka Kesakitan) DBD tahun 2023 mencapai 244 
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/100.000 penduduk dibandingkan target 230/100.000 penduduk, maka 

capaian ini dapat dikatakan masih rendah yakni sebesar -14%. Sejak 

tahun 2017, angka kesakitan atau IR DBD mengalami peningkatan 

kasus dan terjadi KLB DBD pada tahun 2019 tetapi di tahun 2021 

angka kesakitan DBD masih tinggi. Target akhir Renstra Dinas 

Kesehatan untuk IR / angka kesakitan DBD sebesar 50/100.000 

penduduk lebih tinggi 1 poin dari target Renstra Kemenkes yaitu 

49/100.000 penduduk. Jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2021 

dengan target akhir Renstra Dinas Kesehatan tahun 2026 maka 

capaiannya sebesar minus 643,3/100.000 penduduk, jika dibandingkan 

dengan target akhir Renstra Kemenkes maka capaiannya sebesar 

minus 656,3. Dalam Hal ini Dinas Kesehatan Kota Bontang melakukan 

upaya optimal pencegahan dan pengendalian penyakit untuk 

menurunkan angka kesakitan / IR DBD dengan bekerja sama 

Kemenkes, Bontang sebagai salah satu daerah pilot project 

Pengembang biakan nyamuk wolbachia dalam mengendalikan 

perkembangan nyamuk Aedes Aegepty. 

3. Prevalensi Baduta Pendek (Stunting)/(TB/U), Indikator masalah gizi 

adalah indikator yang digunakan untuk menilai besaran masalah gizi 

yang terjadi di satu wilayah. Indikator masalah gizi salah satunya 

adalah Prevalensi Baduta Pendek (Stunting)/(TB/U). Pertumbuhan 

Balita pendek (Stunting) merupakan masalah gizi yang bersifat serius 

dapat disebabkan karena masalah kronis ataupun akut, sehingga perlu 

konfirmasi lebih lanjut. Masalah gizi yang terjadi lama akan 

mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak. Indikator ini 

sebagai indikator outcome yang bertujuan untuk mengevaluasi 

dampak dari upaya program gizi yang telah dilakukan.  Capaian 

Kinerja Indikator Prevalensi Baduta Pendek (Stunting)/(TB/U) Kota 

Bontang Tahun 2023 diketahui bahwa realisasi telah mencapai 16,22% 

dari target yang ditetapkan sebesar 18% dengan capaian mencapai 

1,78% dengan kinerja baik, namun dalam hal ini belum mencapai 

target nasional sebesar 14%.  Penyebab permasalhan gizi pada balita 

ini adalah karena pola asuh dan pola makan tidak sesuai standar 

sehingga angka kecukupan gizi tidak sesuai dengan usia anak, banyak 

bumil Kurang Energi Kronik (KEK) dan anemia, pemantauan 
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pertumbuhan balita masih rendah, fasilitas yang belum memenuhi 

standar atau pasien yang belum mendapatkan layanan sesuai standar. 

4. Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi realisasi 

capaiannya  82,42% masih dibawah target SPM  dan Daerah 100% hal 

ini disebabkan perilaku dan kesadaran terhadap pola hidup sehat serta 

sistem pencatatan dan pelaporan pasien hipertensi di fasilitas 

kesehatan swasta belum terintegrasi sehingga ada beberapa data 

yang lost dari pelaporan dan  untuk skrining dan pelayanan pasien 

dengan hipertensi hanya yang berkunjung ke Faskes serta masiha 

rendahnya partisipasi dan tingkat pengetahuan masyarakat terkait 

hipertensi, termasuk memeriksakan segera ke sarana kesehatan. 

Beberapa hal yang telah dilakukan antara lain mendorong masyarakat 

untuk memeriksakan diri ke sarana kesehatan, dan melakukan 

integrasi dengan fasilitas kesehatan. 

5. Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Reproduktif yang masih 

dibawah target capaian yaitu 70,04% dengan target yang seharusnya 

dicapai sebesar 100%, hal tersebut dikarenakan jumlah sasaran yang 

besar yang mengharuskan kebutuhan logistik dan SDM yang cukup 

banyak dan belum adanya integrasi skrining usia produktif dengan 

penjaringan UKS serta pelaksanaan indikator PIS PK dengan 

penetapan yang berbeda serta sistem pencatatan dan pelaporan  yang 

belum terintegrasi dengan fasilitas kesehatan swasta atau jejaring 

puskesmas. Hal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan target capaian 

adalah Mengoptimalkan kegiatan skrining melalui integrasi dgn 

penjaringan UKS, OPD/Lembaga dan PIS PK dengan mengoptimalkan 

indikator yg dapat dilaksanakan (yg tidak terlaksana yaitu pengukuran 

gula darah sewaktu dan IVA serta Mengusulkan agar komponen 

logistik gula darah, IVA menjadi tanggungjawab provinsi dan pusat dan 

menyusun regulasi pelayanan kesehatan diantaranya pelayanan di 

Posbindu. 

 

Beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh Dinas 

Kesehatan dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan kesehatan adalah : 

1. Perubahan kebijakan Sistem Pelayanan Kesehatan Dasar di Kota 

Bontang, menyebabkan ada beberapa sumberdaya saat ini kurang 

terpenuhi dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat, 

untuk itu diperlukan penambahan, relokasi sumberdaya dalam rangka 
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mendukung upaya revitalisasi pelayanan agar   pelayanan dapat lebih 

optimal. 

2. Peran serta masyarakat dan sektor swasta, serta kesadaran 

masyarakat untuk turut serta melaksanakan pembangunan kesehatan 

masih belum optimal, hal ini digambarkan dari beberapa indikator 

kesehatan yang tingkat keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh 

kesadaran dan peran serta masyarakat dan angka capaiannya masih 

tergolong rendah, yakni Menurunkan AKI dan AKB, UCI kelurahan, 

pelayanan anak balita, penemuan kasus TBC Paru, Menurunka Angka 

Kejadian DBD dan Malaria serta pengendalian penanganan kasus KLB 

lainnya. 

3. Masih kurang optimalnya sistem pencatatan dan pelaporan kasus, 

terutama yang berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan 

penanganan kasus oleh sarana kesehatan (klinik, praktek dokter, 

praktek bidan) yang ada di wilayah Puskesmas. 

4. Koordinasi dengan lintas sektor terkait yang masih kurang, masing-

masing OPD bekerja secara parsial. 

5. Adanya kepercayaan pada masyarakat, seperti terhadap kehalalan 

vaksin yang berpengaruh terhadap  tingkat imunisasi. 

6. Masih adanya gap kompetensi kemampuan dan  keterampilan Sumber 

Daya Manusia terutama dalam penanganan dan pelayanan kasus-

kasus yang memerlukan skill yang harus dapat ditangani di lingkup 

pelayanan kesehatan dasar terutama pada penerapan BPJS bidang 

kesehatan.  

7. Optimalisasi pemanfaatan teknologi sistem informasi dalam 

pengelolaan data dan informasi oleh petugas termasuk jejaring 

pelayanan kesehatan yang lain yang masih kurang. 

8. Mobilitas penduduk yang cukup tinggi, sehingga menyulitkan dalam 

penetapan dan pemetaan data sasaran, akibatnya intervensi terhadap   

sasaran kurang akurat. 

9. Upaya penanggulangan penyakit menular yang belum menunjukkan 

hasil yang memuaskan dan masih sangat fluktuatif, menunjukkan 

pendekatan yang perlu lebih diintensifkan dan perlunya upaya-upaya 

terobosan, diantaranya melalui pendekatan hukum (regulasi). 

10. Belum optimalnya pemanfaatan dana kapitasi BPJS, yang secara 

langsung maupun tidak langsung dapat dimanfaatkan oleh Puskesmas 

untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 
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11. Pengembangan Regulasi Pemanfaatan Dana Kapitasi BPJS 

Kesehatan di Puskesmas dan Klinik Pegawai. 

12. Pengembangan Regulasi Integrasi Jamkesda ke BPJS Kesehatan. 

  

Upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan merupakan suatu 

keharusan, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas yang dapat 

diperoleh melalui peningkatan kompetensi dan memberikan pelatihan baik 

penjenjangan, teknis fungsional, maupun manajemen kesehatan. 

Disamping itu pemenuhan sarana dan prasarana unit pelayanan puskesmas 

dan jaringannya serta penunjang pelayanan kesehatan seperti laboratorium 

sesuai dengan standar pelayanan kesehatan serta menyusun standar 

operasional  prosedur pelayanan bidang kesehatan. Dengan upaya tersebut 

maka kinerja organisasi akan senantiasa mengalami peningkatan pada 

tahun-tahun kedepan.   

Dalam hal penyusunan program/kegiatan untuk pembangunan 

kesehatan untuk tahun berikutnya masih ada beberapa hal yang perlu 

menjadi fokus dan prioritas pelaksanaan seperti : 

 1.  Kebijakan walikota terkait Bidang kesehatan antara lain : 

a. Efek dari perubahan kebijakan Sistem Pelayanan Kesehatan 

Dasar berimplikasi pada redesain organisasi dan manajemen 

UPTD sesuai  kebutuhan dan dinamika lingkungan dan peraturan 

yang berlaku, meliputi perubahan struktur organisasi, job 

description, alur pelayanan SOP, penambahan sumberdaya baik 

tenaga, sarana prasarana pelayanan dan penunjang pelayanan 

kesehatan, dan relokasi sumberdaya, termasuk pembangunan 

fisik serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana 

pelayanan baik agar sesuai dengan standar pelayanan yang telah 

ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. 

b. Pemberian  jaminan pelayanan kesehatan pada seluruh 

masyarakat di puskesmas dan rumah sakit baik untuk rawat jalan 

maupun rawat inap kelas 3 tetap dilanjutkan dengan upaya 

penambahan benefit bagi peserta. 

c. Optimalisasi Kegiatan Pembangunan Kesehatan untuk 

peningkatan capaian program yang telah ditetapkan oleh 

Kementerian Kesehatan (Standar Nasional) yaitu Standar SPM 

Kesehatan dan MDG’s/SDG’s. 
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2. Upaya Peningkatan Perlindungan Terhadap Kesehatan Masyarakat 

(pemberian Protektif), Perlindungan terhadap masyarakat ditingkatkan 

melalui implementasi Perda Nomor 7 Tentang Perizinan Bidang 

Kesehatan. Pengawasan terhadap semua aspek yang terkait  seperti 

penertiban perizinan baik sarana, tenaga, pengobatan tradisional dan 

usaha industri  makanan, termasuk kantin sekolah ditingkatkan. 

Peningkatan sarana penunjang pelayanan kesehatan seperti 

laboratorium kesehatan daerah (Labkesda) diarahkan pada 

pemeriksaan berbasis lingkungan. 

3. Upaya kesehatan lainnya yang bersifat rutin dan merupakan suatu 

keharusan dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal 

(SPM) dan komitmen global seperti SDG’s. 

 

II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD  

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan apa diharapkan apabila 

ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam 

rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan 

agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen 

perencanaan daerah diantaranya terdiri dari: Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis OPD, Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah (RKPD),  Rencana  Kerja OPD  

Dinas Kesehatan Kota Bontang akan melaksanakan 5 program 

untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, yaitu sebagai 

berikut : 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya 

Kesehatan Masyarakat  

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan  

4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman  

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 

 

Adapun sasaran dan indikator kinerja kelompok sasaran yang 

hendak dicapai oleh Dinas Kesehatan Kota Bontang adalah : 

1. Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan  

2. Meningkatnya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat 

3. Meningkatkan capaian kinerja perangkat daerah. 
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Tabel 2.5 

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025   Kota Bontang 

 

No. 

Rancangan Awal RKPD 
 

No 

Hasil Analisis Kebutuhan 
Catat an  
Penti ng Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 

Target 
Capaian 

Pagu Indikator Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 
Target        

Capaian 
Pagu Indikator 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Program Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Kota 
Bontang 

Nilai Indeks Kepuasan 
Masyarakat Dinas 
Kesehatan 

89 % Rp. 298.760.038.259, 1 Program 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Kota 

Bontang 

Nilai Indeks Kepuasan 

Masyarakat Dinas 

Kesehatan 

89 % Rp. 298.760.038.259,  

2 Program 
Pemenuhan Upaya 
Kesehatan 
Perorangan dan 
Upaya Kesehatan 
Masyarakat 

Kota 
Bontang 

 

Angka Kematian Ibu,  
Angka Kematian Bayi , 
Ketersediaan obat 
Esensial,  
Cakupan Kepesertaan 
JKN 

200 

11 

100 

 

100 

Rp. 190.282.786.075, 2 Program 
Pemenuhan 
Upaya Kesehatan 
Perorangan dan 
Upaya Kesehatan 
Masyarakat 

Kota 

Bontang 

 

Angka Kematian Ibu,  

Angka Kematian Bayi , 

Ketersediaan obat 

Esensial,  

Cakupan Kepesertaan 

JKN 

200 

11 

100 

 

100 

Rp. 190.282.786.075,  

3 Program 
Peningkatan 
Kapasitas Sumber 
Daya Manusia 
Kesehatan 

Kota 
Bontang 

Persentase tenaga 
kesehatan yang berijin 

  100 % Rp. 1.826.250.000, 3 Program 
Peningkatan 
Kapasitas Sumber 
Daya Manusia 
Kesehatan 

Kota 

Bontang 

Persentase tenaga 

kesehatan yang berijin 

  100 % Rp. 1.826.250.000,  

4 Program Sediaan 
Farmasi, Alat 
Kesehatan dan 
Makanan Minuman 

Kota 
Bontang 

Persentase sarana 
produksi obat, sarana 
distribusi obat dan 
makanan yg berizin 

100% Rp. 435.600.000, 4 Program Sediaan 
Farmasi, Alat 
Kesehatan dan 
Makanan 
Minuman 

Kota 

Bontang 

Persentase sarana 

produksi obat, sarana 

distribusi obat dan 

makanan yg berizin 

100% Rp. 435.600.000,  
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5 Program 
Pemberdayaan 
Masyarakat Bidang 
Kesehatan 

Kota 
Bontang 

Persentase Penerapan 
5 kluster kebijakan 
GERMAS di Kelurahan 
(Peningkatan Aktivitas 
Fisik, Peningkatan 
PHBS, Penyediaan 
Pangan Sehat dan 
Percepatan Perbaikan 
Gizi, Peningkatan 
Pencegahan dan 
Deteksi Dini Penyakit, 
Peningkatan Kualitas 
Lingkungan Hidup) 

40 % Rp. 749.000.000, 5 Program 
Pemberdayaan 
Masyarakat 
Bidang Kesehatan 

Kota 

Bontang 

Persentase 

Penerapan 5 kluster 

kebijakan GERMAS di 

Kelurahan 

(Peningkatan 

Aktivitas Fisik, 

Peningkatan PHBS, 

Penyediaan Pangan 

Sehat dan 

Percepatan 

Perbaikan Gizi, 

Peningkatan 

Pencegahan dan 

Deteksi Dini Penyakit, 

Peningkatan Kualitas 

Lingkungan Hidup) 

40 % Rp. 749.000.000,  
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Dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa tidak ada perbedaan 

penetapan program/kegiatan di dalam Ranwal RKPD dengan hasil  

analisis  kebutuhan untuk tahun 2025. Hal ini dikarenakan kebutuhan 

perangkat daerah yang tertuang di Renstra OPD masih semua 

terakomodir pada ranwal RKPD, Namun ada beberapa pagu indikatif 

yang harus menyesuaikan kebutuhan program kesehatan di Tahun 2025 

seperti sarana dan prasrana layanan kesehatan dan kefarmasian untuk 

peningkatan dan pemenuhan layanan kesehatan yang berkualitas dan 

sesuai standar. 

 

II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Tahun 2025 merupakan 

rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang 

telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) 

Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2021-2026, Rencana Kerja 

(RENJA) Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2025 ini disusun 

dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan  Daerah,  Tata  Cara  Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah dan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Dinas Kesehatan Kota 

Bontang dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi 

yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, 

melayani / memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era 

globalisasi, Dinas Kesehatan Kota Bontang dituntut untuk siap dan 

sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga 

mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. 

Proses penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 

2025 didasarkan kepada Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 

2021-2026 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah 

dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja 
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Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2025, agar di dalam 

pelaksanaan program / kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen 

perencanaan. 

Sesuai dengan peraturan yang ada, saat ini Satuan Kerja Perangkat 

Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk 

perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang 

telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan 

proses bottom-up dan top down, yang disebut dengan istilah dari shopping 

list ke working plant. 

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak 

dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya 

sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Perencanaan yang bersifat 

bottom up telah  dilaksanakan mulai dari tingkat RT, Kelurahan, dan 

Kecamatan melalui Musrenbang Kecamatan 

Berikut usulan Musrembang Tingkat Kota yaitu: 

1. Pembangunan/rehabilitasi posyandu 

2. Rehabilitasi gedung puskesmas 

3. Fasilitasi kegiatan posyandu 

 Secara umum semua usulan masyarakat yang telah diusulkan pada 

Musrenbang tingkat Kecamatan, Forum OPD dan Musrenbang Tingkat Kota  

telah diakomodir dalam  program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas 

Kesehatan. Pelayanan kesehatan esensial adalah pelayanan kesehatan 

rutin dasar yang kebutuhannya akan terus ada di masyarakat dan perlu 

diprioritaskan keberlanjutannya selama situasi pandemi. Pelayanan tersebut 

dilakukan untuk mendukung tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

bidang kesehatan melalui UKM. 

 

Berdasarkan tabel II.5 diatas untuk Rancangan RKPD Tahun 

Anggaran 2025 Dinas Kesehatan sebesar Rp. 371.184.449.651.00,- sesuai 

dengan pagu yang telah di rumuskan oleh Tim Penyusun Perencanaan 

Anggaran Kota Bontang. 

Adapun usulan kegiatan tersebut setelah di analisis prioritas kegiatan 

pada masing-masing program (seksi) dan Rumah Sakit Umum Daerah 

sehingga terdapat beberapa kegiatan yang mendapatkan pengurangan 

ataupun penambahan anggaran sesuai dengan Prioritas Masalah dan 

Target SPM Kesehatan serta Capaian Indikator Program di masing-masing 

Seksi/Program. 
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BAB III 

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 

 

III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 

Arah kebijakan umum Nasional bidang tenaga kerja mengacu pada 

pembangunan jangka panjang nasional ditetapkan dalam UU No 17 

Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

2005–2025 yang kemudian dijabarkan ke dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN yang saat 

ini telah sampai pada tahap keempat, diarahkan untuk mempersiapkan 

proses tinggal landas menuju masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, 

adil dan makmur, yaitu dengan memantapkan pembangunan yang 

menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian pada 

daya saing kompetitif,  perekonomian berdasarkan keunggulan sumber 

daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat. 

Review kebijakan adalah telaah kebijakan yang dikeluarkan 

Pemerintah dan mempunyai kekuatan hukum dengan tujuan melakukan 

perubahan yang implikasinya lebih baik bagi masyarakat luas. Review 

kebijakan merupakan langkah penting dalam penyusunan rencana dan 

pengambilan keputusan dalam implementasi pembangunan. Semakin 

banyak dukungan (sinergitas) program-program di tingkat pelaksana akan 

semakin mudah upaya untuk mensinergikan program maupun pembiayaan 

implementasi.  

Adapun rencana kajian terkait pelayanan kesehatan yang perlu untuk 

ditindak lanjuti antara lain : (liat RKP/Rencana kerja kemenkes 

a. Menguatkan promotif dan preventif di FKTP melaui UKBM dan 

pendekatan keluarga; 

b. Terpenuhinya sarana, prasarana, obat, BMHP dan alat kesehatan 

yankes primer; 

c. Menguatkannya tatakelola manajemen pelayanan dan kolaborasi 

publik-swasta; 

d. Menguatnya sistem penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan; 

e. Menguatkannya pembiayaan kesehatan nasional secara efektif, efisien 

dan berkeadilan untuk mencapai universal health coverage (UHC); dan 

f.  Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM kesehatan yang 

berkualitas.  
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Jumlah dan jenis tenaga kesehatan terus meningkat namun kebutuhan 

untuk jenis tenaga tertentu yang masih belum terpenuhi, pengembangan 

karir  belum berjalan, sistem penghargaan dan sanksi  belum berjalan 

sebagaimana mestinya.  

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan sesuai dengan Sistem 

Kesehatan Daerah (SKD) yang telah diperdakan perlu dioptimalkan, 

pelaksanaannya harus terintegrasi dengan sistem lainnya. Perencanaan 

pembangunan kesehatan perlu disinkronkan dengan OPD terkait dan 

dirasakan masih perlu peningkatan koordinasi. 

Sistem Infromasi kesehatan yang dikembangkan belum optimal, 

pemanfaatan data  data belum optimal dan surveilans belum dilaksanakan 

secara menyeluruh dan berkesinambungan.  Permasalahan pada 

harmonisasi kebijakan, pelaksanaan kebijakan termasuk sinkronisasi Dinas 

Kesehatan dan dengan rumah sakit serta komitmen pemerintah kota untuk 

membiayai pembangunan kesehatan sesuai yang tercantum dalam SKD 

yaitu sebesar 10 % dari APBD.  

Promosi kesehatan belum banyak merubah perilaku masyarakat 

menjadi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), pemanfaatan dan 

kualitas Upaya Kesehatan Bersumberdaya masyarakat. Upaya kesehatan 

juga belum  sepenuhnya mendorong peningkatan atau perubahan pada 

perilaku hidup bersih dan sehat, yang mengakibatkan tingginya angka 

kesakitan yang diderita oleh masyarakat.  

Untuk gizi  perlu difokuskan pada kelompok sasaran ibu hamil dan 

anak sampai usia 2 tahun mengingat dampaknya terhadap tingkat 

pertumbuhan fisik, kecerdasan, dan produktifitas generasi yang akan 

datang.  

Terwujudnya keadaan sehat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang 

tidak hanya menjadi tanggungwab sektor kesehatan, melainkan 

tanggungjawab sektor lain, disamping tanggungjawab individu dan keluarga. 

Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan sesuai dengan SKD 

dapat dilakukan sinergi dengan Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, 

Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB dan OPD lain yang terkait.  

Isu strategis international antara lain globalisasi seperti Sustainable 

Development Goals (SDG’s), Isu Strategi Nasional seperti  New Emerging 

Disease, deregulasi diberbagai perijinan, pemberdayaan masyarakat,  

kerusakan dan pencemaran lingkungan.  
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National Summit, ada 4 isu pokok  pembangunan kesehatan yaitu (1) 

Peningkatan Pembiayaan kesehatan untuk memberikan Jaminan 

Kesehatan masyarakat, (2) Peningkatan Kesehatan Masyarakat Untuk 

Mempercepat MDG’s, (3) Pengendalian penyakit dan penanggulangan 

masalah kesehatan akibat bencana dan (4) Peningkatan ketersediaan, 

pemerataan, dan kualitas tenaga kesehatan.  

Dalam Rencana Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, 

Revitalisasi puskesmas menjadi prioritas untuk meningkatkan pelayanan 

kepada masyarakat. Kabupaten/Kota diberi kesempatan untuk 

meningkatkan sarana dan prasarana puskesmas beserta jaringannya  

dalam rangka peningkatan pelayanan terutama terkait dengan upaya 

menurunkan AKI dan AKB. Setiap Kabupaten/Kota diberi anggaran dalam 

bentuk bantuan keuangan untuk peningkatan Pelayanan kesehatan dasar di 

puskesmas  yang diarahkan menjadi puskesmas 24 jam, hal tersebut 

mendorong peningkatan pelayanan di kabupaten/kota. Lemahnya 

sinkronisasi perencanaan pembangunan kesehatan termasuk  kerjasama 

lintas program antara provinsi dengan kabupaten/kota menjadi penghambat 

pelaksanaan kegiatan pelayanan.  

 

III.2. Tujuan, sasaran, Rancangan Renja 

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu 

penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan 

sasaran target kinerja Renstra OPD. 

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 39 Tahun 

2018 Tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan yang ditetapkan pada tanggal 28 

Desember 2018 yang menyebutkan bahwa Dinas Kesehatan Kota Bontang 

mempunyai tugas membatu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan 

bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas 

pembantuan yang diberikan sedangkan fungsi Dinas Kesehatan Kota 

Bontang adalah sebagai berikut : 
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Tabel III.1 Tujuan, Sasaran, Indiaktor Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pada Rancangan Renja Tahun 2025 
 

No Tujuan Sasaran 
Indikator Tujuan / 

Sasaran 
Satuan 

Target 
Nasional/Provinsi 

Tahun 2025 

Target Renstra 
Tahun 2025 

Realisasi Tahun 
2023 

Target PK 
Tahun 2024 

Target Tahun 
2025 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1 Peningkatan 
Akses dan 
Kualitas 
Layanan 
Kesehatan 

Meningkatkan 
sistem pelayanan 
kesehatan 
masyarakat melaui 
penguatan upaya 
kesehatan 
masyarakat  

Angka Kematian 
Ibu 

Rasio / 100.000 
Kelahiran 

Hidup 

183 172 0 0 172 

Angka Kematian 
Bayi 

Rasio / 1.000 
Kelahiran 

Hidup 

16 10 13,48 10 10 

 Meningkatkan 
sistem pelayanan 
pengendalian 
penyakit dan 
pengelolaan 
kedaruratan 
kesehatan 
masyarakat 

Angka 
kesembuhan TB 

Persen - 
 

95 85 94 95 

Prevalensi HIV Persen - 0,16 1,21 0,16 0,16 

IR DBD Rasio / 100.000 
Penduduk 

- 200 244 210 200 

Prevalensi 
Hipertensi 

Persen - 25 9,23 9 25 

       

Meningkatnya 
jaminan layanan 
Universal 
Coverage 

Cakupan 
Kepesertaan JKN 

Persen - 100 102,78 100 100 

Meningkatkan 
kesadaran 

Prevalensi balita 
gizi kurang 

Persen 7,0 6 8,03 6 6 
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No Tujuan Sasaran 
Indikator Tujuan / 

Sasaran 
Satuan 

Target 
Nasional/Provinsi 

Tahun 2025 

Target Renstra 
Tahun 2025 

Realisasi Tahun 
2023 

Target PK 
Tahun 2024 

Target Tahun 
2025 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

masyarakat 
terhadap PHBS, 
pola asuh dan pola 
makan 

(Wasting) 

Prevalensi Baduta 
Pendek (Stunting) 

Persen 14,0 17 16,22 17 17 

Prevalensi balita 
Gizi Kurus (BB 
Kurang/ 
Underweight) 

Persen - 10 15,67 11 10 

  Meningkatkan 
kualitas SDM 
kesehatan 

Persentase tenaga 
kesehatan berizin 

Persen - 100 100 100 100 

Jumlah FKTP 
dengan SDM 
sesuai standar 
(jumlah, jenis dan 
kompetensi) 

FKTP - 6 6 6 6 

Jumlah Rumah 
Sakit dengan SDM 
sesuai Standar 

RS - 5 5 5 5 

Jumlah tenaga 
kesehatan yang 
mendapatkan 
peningkatan 
Pendidikan 

Orang - 30 25 30 35 

Jumlah tenaga 
kesehatan yang 

Orang - 125 100 100 150 
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No Tujuan Sasaran 
Indikator Tujuan / 

Sasaran 
Satuan 

Target 
Nasional/Provinsi 

Tahun 2025 

Target Renstra 
Tahun 2025 

Realisasi Tahun 
2023 

Target PK 
Tahun 2024 

Target Tahun 
2025 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

mendapatkan 
pelatihan sesuai 
standar 

Menyediakan 
sarana dan 
prasarana layanan 
kesehatan 

Rasio Fasilitas 
Kesehatan Tingkat 
Pertama (FKTP) 
persatuan pnduduk 

Rasio - 1:16.000 1:4.374 1:16.000 1:16.000 

  Persentase FKTP 
milik pemerintah 
yang terakreditasi 

Persen - 100 100 100 100 

 Terbangunnya 
Sistem informasi 
kesehatan daerah 
(SikDa) terpadu 

Persen - 100 100 100 100 

Ketersediaan Obat 
Esensial 

Persen - 100 100 100 100 

Persentase sarana 
produksi obat, 
sarana distribusi 
obat dan makanan 
yang berizin 

Persen - 100 97,08 100 100 

Meningkatkan 
Pelayanan 
Kesehatan Rujukan 

SPM RSUD Persen - 136(88,4%) 129 (84,8%) 129 (84,8%) 136(88,4%) 

Status Akreditasi 
RSUD 

Status - Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna 

Kinerja Keuangan 
RSUD 

Skor - 22 21 21 22 

2 Penguatan Mengoptimalkan Penerapan/ Persen - 50 67 45 50 
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No Tujuan Sasaran 
Indikator Tujuan / 

Sasaran 
Satuan 

Target 
Nasional/Provinsi 

Tahun 2025 

Target Renstra 
Tahun 2025 

Realisasi Tahun 
2023 

Target PK 
Tahun 2024 

Target Tahun 
2025 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Penerapan 
Perilaku 
Hidup 
Bersih dan 
Sehat 

Gerakan 
masyarakat hidup 
sehat (Germas) 

pelaksanaan 5 
kluster kebijakan 
GERMAS di 
Kelurahan 
(Peningkatan 
Aktivitas Fisik, 
Peningkatan 
PHBS, Penyediaan 
Pangan Sehat dan 
Percepatan 
Perbaikan Gizi, 
Peningkatan 
Pencegahan dan 
Deteksi Dini 
Penyakit, 
Peningkatan 
Kualitas 
Lingkungan Hidup) 
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III.3. Program Kegiatan Tahun 2021 - 2026 

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam perumusan 

program dan kegiatan di Dinas Kesehatan Kota Bontang tahun 

anggaran 2025 adalah sebagai berikut : 

1. Pencapaian visi Kota Bontang yaitu ““Terwujudnya Kota Bontang 

Yang Lebih Hebat dan Beradab”. Dan misi “Kota Bontang yang 

berdaya  saing melalui peningkatan  kualitas sumber daya 

manusia.” 

2. Tugas dan fungsi dinas yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota 

Bontang Nomor 39 Tahun 2018. 

 
Adapun jumlah program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 

anggaran 2025 adalah sebanyak 5 program dan 23 kegiatan. Kebutuhan dana/ 

pagu indikatif untuk menjalankan  keseluruhan  program  /  kegiatan  sebesar 

Rp. 371.184.449.651.00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Milyar Seratus 

Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam 

Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) 
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Tabel III.2 
Tabel 13. Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kesehatan Kota Bontang 
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BAB IV 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

 

Program adalah rangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis 

berdasarkan isu-isu strategis dengan skala prioritas dalam pelaksanaannya 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Bontang yang 

dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Berdasarkan isu-isu 

strategis tahun 2025 seperti tersebut pada bab terdahulu, maka prioritas 

program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Bontang diarahkan pada : 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan 

Masyarakat  

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan  

4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman 

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan  

 
Adapun jumlah program dan kegiatan yang direncanakan pada 

tahun anggaran 2025 adalah sebanyak 5 program dan 23 kegiatan. 

Kebutuhan dana/ pagu indikatif untuk menjalankan  keseluruhan  

program  /  kegiatan  sebesar Rp. 371.184.449.651.00 (Tiga Ratus Tujuh 

Puluh Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat 

Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) 
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BAB V 

 P E N U T U P 

 

Rencana Kerja Kesehatan Kota Bontang Tahun 2025 merupakan 

dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi 

pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 di lingkup Dinas Kesehatan 

Kota Bontang, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah 

tahun 2025 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah 

Tahun 2025. 

 

Optimalisasi dalam pelaksanaan Renja merupakan hal penting yang perlu 

diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program  dan 

kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan kebinamargaan 

yang diemban oleh Dinas Kesehatan sebagai salah satu OPD di lingkup 

Pemerintah Kota Bontang. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya 

dukungan dari seluruh pihak terkait dengan pelaksanaan isi RENJA Dinas 

Kesehatan Kota Bontang. Semoga RENJA tahun 2025 Dinas Kesehatan dapat 

dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga 

diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kota Bontang tahun 

2025. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang 

terlibat dalam penyusunan dokumen ini. 

 

Sebagai penutup apabila ada hal-hal yang kurang sesuai dengan 

harapan, maka kami bersedia menerima kritik dan saran agar untuk tahun-

tahun mendatang akan diadakan evaluasi dan pembenahan dengan tetap 

memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas 

pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Bontang. 
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V.1. Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian 

 
Uraian rencana program/kegiatan yang terdapat pada rencana 

kerja tahun 2025 ini diharapkan nantinya sebagai acuan dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsi Kesehatan Kota Bontang, sehingga 

tujuan dan sasaran yang diharapkan akan tercapai sesuai dengan visi 

dan misi Kota Bontang. 

Dalam perjalanannya, apabila terdapat suatu kendala dimana  

dana  yang tersedia belum memenuhi kebutuhan yang tercakup pada 

rencana kerja 2025 maka kegiatan-kegiatan yang belum terealisasi 

dapat dimasukkan  kembali  kedalam  rencana kerja tahun berikutnya. 

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai 

program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan 

kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan 

sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis 

Kepekerjtenagakerjaan Kota Bontang Tahun 2021-2026. 

Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran 

pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kesehatan Kota 

Bontang Tahun 2025 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, 

efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Guna memperoleh 

optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program / kegiatan 

yang dilaksanakan di Kesehatan Kota Bontang, baik dalam kerangka 

regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar 

kegiatan antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar 

program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap 

memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing- 

masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pembagian 

urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, 

sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. 

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam  

pelaksanaan program / kegiatan yang telah direncanakankan, harus 

melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan, agar 

program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program 

maupunsektor. 
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 V.2 Kaidah – kaidah Pelaksanaan 

 
Sehubungan dengan terbitnya Permendagri 54 tahun 2010, maka 

ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja 

Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2024 sebagai berikut: 

1) Di dalam Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Bontang 

Tahun 2025 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, 

dikarenakan harus menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 54 

tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, 

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah. 

2) Rencana Kerja Kesehatan Kota Bontang Tahun 2025 dalam upaya 

Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan 

kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD 

Propinsi Kalimatan Timur maupun yang bersumber dari APBN, 

harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen 

perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, 

RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kota 

Bontang RPJMD Kota Bontang, RKPD Kota Bontang dan Renstra 

Dinas). 
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V.3. Rencana Tindak Lanjut 

 
a. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk 

melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek. 

Upaya  yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, 

bintek,  pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang 

menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana. 

b. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih 

kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu 

pekerjaan pada seseorang. 

c. Menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh 

pegawai dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif 

berdasarkan beban kerja. 

d. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di 

dalam melaksanakan koordinasi dengan OPD, agar proses 

pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan 

berhasil guna. 

e. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses 

perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi 

akan lebih terwujud. 

f. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu 

sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal 

ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah 

ditetapkan.
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Renja ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam perencanaan kegiatan 

operasional Dinas Kesehatan Kota Bontang untuk tahun 2025. Renja ini disusun 

berdasarkan pagu indikatif  sesuai  dengan yang telah dicantumkan dalam Renstra 

Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026 dalam rangka pencapaian Kinerja sesuai 

dengan indikator SPM dan indiktor lainnya untuk lima tahun kedepan. Kesesuaian 

anggaran yang diusulkan dalam renja ini dengan Plafond Anggaran yang 

ditetapkan oleh pemerintah yang diarahkan pada pembangunan kesehatan sesuai 

dengan target pencapaian indikator yang telah ditetapkan, namun tidak menutup 

kemungkinan anggaran yang diusulkan tidak sesuai dengan yang diharapkan, 

karena adanya keterbatasan pemerintah dalam membiayai pembangunan 

Kesehatan di Kota Bontang. Untuk itu tetap Kami akan memprioritaskan 

program/kegiatan yang memiliki daya ungkit yang besar dalam pencapaian 

pembangunan kesehatan. 

 

 

Bontang,    Juli  2024 

Kepala Dinas,  

 

 

 

 

Bahtiar M., S.Sos, M.Kes 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19670715 199001 1 001 


